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B . Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

BAB |
PERBANKAN SYARIAH
| SISTEM PERBANKAN NASIONAL

. Islam adalah aatu altematif sistem skononﬂ Islum Walau—
1840-an ialah mmwl homﬂs tamang bank lalam belum

prinsip syariah. Pada aﬁai -b;rdirlnya .nsgarawlndu»
isih berpegang pada sistem _konvén‘éi}oﬁa: atau sistem

iamalat Indonesia {EMI} kemucﬁan baru menyusul banice
Wk& jendela syaﬂah ﬁskm’dc ﬂr}ndam‘ da_}a_m rﬂen-

an Syarlah di indonesia 1
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4. Hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhif, Bill Discounting

dan muhal ‘alaih. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah, hanya saja
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinya dalam bill discounting, nasabah harus membayar fee, sedang-
secara tegas. kan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah (Abdul

Ghofur Anshori, 2007: 148).
6. Jika fransaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak : )

hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih; dan hak penagihan
pindah kepada muhal ‘alaih.

Wnpun manfaat atau keuntungan yang diperaleh jika memakai mekanis-
hawalah adalah sebagal berikut:
| Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan

Ulama juga menentukan beberapa syarat yang terkait dengs
{ simultan,

hawalah sebagaimana telah disebutkan bahwa muhil harus balig
berakal. Selain itu, muhil juga harus mempunyal kerelaan. Jika mi #  Tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
paksa, akad hawalah tidak sah, kerslaan ini disyaratkan m Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan
terjadi ruju (kembali) kepadanya. Demikian pula muhal nonpembiayaan bagi bank syariah.
ﬂ:ﬁ: ::ﬁﬁ“ﬂ“ﬂ;ﬁﬁﬂ;f‘;%'gﬂ :*‘““. Bagi pihak nasabah selaku Kiien darl bank akan mendapatkan
z S st Sebi s | instant cash sehingga dapat meningkatkan cash flow perusahaan-
darn muhal pada majelis akad hawalah jika muhal tidak nya (Abdul Ghofur Anshori, 2007; 148).
majelis akad, kemudian berita akad ftu sampai kepadanya. W ' :
membolehkannya, akad itu tetap tidak sah karena ucapan
mihal merupakan salah satu rukun hawalah, Selanjutnya,
ngan objeknya atau muhal bih berupa utang, yakni utang
kepada muhil, dipersyaratkan bahwa utang tersebut merupak
yang mengikat (lazim),

\awalah sebagal suatu cara untuk mendapat frash monay bagi pihak
Mian/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Ada-
risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah
kontrak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi
Invoice palsu atau wanprestasi (ingkar Janji) untuk memenuhi kewajiban
hawalah ke bank (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 149).

‘Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008
membedakan dua macam jenis/bentuk pamberian jasa pengalihan utang
utas dasar akad hawalah, yaitu:

8, Hawalah Mutlagah yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan
utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash out)
Bank, dan
Hawalah Mugayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk melaku-
kan set-off utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubung-
an muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang,
serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out). }

Akad hawslah diprakiikkan di perbankan syariah terhadap
duk sebagai berikut:

1. Facloring atau Anjak Piutang
Dalam facforing atau anjak piutang di mana para na
memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan p
pada bank, bank lalu membayar piutang tersebut, bank
nya dari pihak ketiga itu,

2. Posi-Dated Check
Di mana bank bertindak sebagal jury tagih, tanpa
dulu piutang tersebut.
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Tiada sesuatu kegembiraan, seraya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT
Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan
kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan saya kepada selesainya
penyusunan buku yang berisikan implementasi dan aspek hukum produk dan akad perbankan
syariah dalam optik sistem hukum perbankan nasional Juga tidak lupa kita sampaikan shalawat
dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita yang agung dan mulia Nabi
Muhammad SAW., Rasulullah dan Utusan Allah SWT., pembawa Rahmatan Lil 'alamin, beserta
keluarga, para sahabatnya, para tabi’in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional
Indonesia telah mengenalkan dual banking system, di mana lembaga perbankan dapat
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga, di samping
menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992, dual banking system tersebut dilaksanakan oleh Bank Umum dan
Bank Perkreditan Rakyat. Pada waktu itu dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih
belum diperkenalkan istilah ”bank syariah” atau “perbankan syariah” seperti saat ini, melainkan
menggunakan istilah ”Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” sebagai padanan istilah dari “bank
Islam”. Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah ”"Bank Berdasarkan Prinsip
Syariah”, ”Bank Syariah”, atau ”Perbankan Syariah” yang dapat dipraktikkan oleh Bank Umum
maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 diberikan kemungkinan kepada Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992,
maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah “melegitimasi” sistem islamic windows bagi
Bank Umum konvensional. Sebaliknya bagi Bank Umum Syariah tidak diberikan “keleluasaan”
seperti halnya Bank Umum Konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem islamic
window secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya
perbankan nasional berdasarkan sistem islamic window, maka diharapkan secara bertahap industri
perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank
konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang demikian pesat dan meningkat
sejak diperkenalkannya dual system banking dalam sistem perbankan nasional kita. Statistik
Perbankan Syariah yang dikeluarkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan
bahwa sampai dengan bulan Januari 2008 telah berdiri tiga buah Bank Umum Syariah (Islamic
Commercial Bank), dengan 113 kantor pusat operasional/kantor cabang, 64 kantor cabang
pembantu, 25 unit pelayanan syariah, dan 198 kantor kas, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Statistik yang sama dalam bulan Januari 2008 menunjukkan pula, bahwa terdapat 25 buah Unit
Usaha Syariah (Islamic Banking Unit) pada Bank Umum konvensional, dengan 113 kantor pusat
operasional/kantor cabang, 56 kantor cabang pembantu, dan 6 kantor kas. Demikian pula dengan
perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Islamic Rural Bank) (BPRS) juga mengalami
peningkatan yang pesat sampai dengan bulan Januari 2008 menjadi 115 BPRS.! Jadi, sampai
dengan bulan Januri 2008 terdapat 143 buah bank yang mempraktikkan perbankan syariah. Hal
ini menunjukkan, bahwa praktik perbankan syariah mulai diminati masyarakat dan mempunyai
potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dari hasil penelitian terhadap potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank
syariah di wilayah Kalimantan Selatan diketahui bahwa potensi permintaan masyarakat bank

Lihat Data Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics) pada bulan Januari 2008, Ditrektorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia, him. 2.



syariah di Kalimantan Selatan sangat tinggi. Indikator yang menunjukkan tingginya potensi
permintaan pada kinerja ekonomi wilayah yang diindikasikan dengan kinerja perbankan secara
keseluruhan dalam penghimpunan dan penyaluran kredit; kinerja perbankan syariah yang
meliputi perkembangan aset, penghimpunan dana dan pembiayaan, di mana perkembangan
kinerja bank syariah berada pada tahap pertumbuhan yang semakin tinggi (increasing growth),
dan minat masyarakat untuk terus dan mau mengadopsi bank syariah sangat tinggi.> Namun pada
sisi lain ternyata tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap bank syariah masih
rendah dan tidak utuh yang berakibat ketidakkonsistenan dalam bersikap terhadap sistem bunga
dalam operasional perbankan. Sebagian besar masyarakat memandang sistem bunga bertentangan
dengan agama, namun setuju dengan penerapan sistem bunga dan/atau juga menjadi nasabah
bank konvensional. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah tersebut masih
dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan, belum berdasarkan pada pemahaman yang rasional
yang baik. Hal ini oleh dominannya alasan keagamaan dalam mengadopsi bank syariah tersebut.
Di sisi lain, semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk
mengadopsi bank syariah.® Karena itu dalam penelitian tersebut direkomendasikan antara lain
diperlukan sosialisasi tentang bank syariah secara intensif, komprehensif dan terstruktur,
termasuk mengedepankan aspek rasionalitas ekonomi, bukan semata pertimbangan emosional
keagamaan semata.*

Dibandingkan dengan produk perbankan konvensional, maka konsep, Kkarakteristik,
implementasi, dan aspek hukum produk perbankan syariah jauh berbeda. Produk perbankan
syariah disertai pula dengan berbagai akad yang selaras dengan prinsip syariah. Karenanya tidak
semua produk dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
perbankan konvensional menjadi produk perbankan syariah pula. Dengan perkembangan yang
pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-
transaksi perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah secara istiqgomah sesuai dengan fatwa
yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian
diimplementasikan secara lebih rinci aspek teknis dalam ketentuan perbankan syariah
sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/16/PBI1/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/46/PBI1/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang
Melaksanakan  Kegiatan Usaha  Berdasarkan  Prinsip  Syariah, yang kemudian
ditindaklanjuti/diperlengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal
17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang ditujukan kepada semua bank syariah
di Indonesia. Sejak tahun ini, aturan perbankan syariah tidak hanya didasarkan kepada Peraturan
Bank Indonesia, melainkan telah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa perundang-
undangan perbankan syariah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan mekanisme produk dan
akad dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan
syariah, maka disusunlah buku ini yang kemudian diberi judul ”Produk dan Akad Perbankan
Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum”, sehingga nantinya dapat memberikan kesamaan cara
pandang kepada setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, nasabah dan masyarakat pada
umumnya terhadap berbagai jenis produk dan akad dalam kegiatan penghimpunan dana dan

2L ihat Ringkasan Eksekutif Penelitian Potensi, Freferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan
Selatan, kerjasama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor, 2004, him. 12-13.

3Ibid.

“Ibid., him. 14.



penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Pada sisi lain buku ini dapat dijadikan
acuan dalam operasional produk dan akad perbankan syariah bagi industri perbankan syariah.

Selain untuk memenuhi kebutuhan bahan referensi/kepustakaan kalangan akademisi dan
mahasiswa hukum, diharapkan buku ini juga dapat memperkaya perbendaharaan literatur dari
mata kuliah hukum perbankan syariah atau transaksi bisnis syariah sebagai bagian dari kurikulum
utuh pada Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Demikian diharapkan buku ini dapat berguna
pula bagi kalangan praktisi hukum yang bermaksud memahami berbagai produk dan akad
perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan yang diterbitkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Buku Produk dan Akad Perbankan Syariah ini terbagi dalam 6 (enam) bab. Pada bab pertama
dijelaskan mengenai eksistensi dan esensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di
Indonesia dalam perspektif dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian dalam bab kedua
dibicarakan mengenai pengelolaan dan fasilitas likuiditas perbankan syariah yang disediakan oleh
Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan likuiditas perbankan syariah. Baru pada bab
berikutnya, yaitu bab ketiga, keempat dan kelima dari buku ini masing-masing dijelaskan
mengenai produk dan akad yang dipergunakan dalam kegiatan penghimpunan dana dan
penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan dan tidak sesuai
dengan prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia. Selanjutnya pada bagian akhir, yaitu bab keenam dari buku ini dibicarakan mengenai
pranata hukum dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan nasabah perbankan, termasuk
nasabah perbankan syariah sebagai bagian integral dari peningkatan perlindungan nasabah
perbankan sebagaimana dikehendaki oleh Arsitektur Perbankan Indonesia. Karena itulah tidak
salah sekiranya bukunya ini diberi judul dengan nama ”Produk dan Akad Perbankan Syariah Di
Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum”.

Penelitian dalam rangka penyusunan buku ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa bantuan,
dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan
maupun kelembagaan. Kepada mereka disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang
setingginya, atas segala budi baiknya, seraya dengan memanjatkan doa “semoga Allah SWT
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang, pemilik alam semesta ini, dan empunya ilmu
akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya”. Dalam kesempatan ini saya tidak
mungkin menyebutkan satu persatu pihak-pihak yang membantu penelitian dalam rangka
penyusunan buku ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, yaitu yang terpelajar almarhum
Bapak Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., dan yang terpelajar Bapak Djoni S. Gozali, S.H.,
M.Hum., selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat serta yang terpelajar Bapak DR. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,
Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yang mendorong saya tiada henti-hentinya untuk selalu
berkarya, menuangkan gagasan dan hasil pikiran dalam berbagai kesempatan dan forum
akademik. Hal yang sama juga disampaikan kepada yang terpelajar Ibu Rosita Saifuddin, S.H.,
dan yang terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dekan dan Ketua Bagian Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang memberikan izin kepada
saya untuk memanfaatkan fasilitas akademik yang ada pada Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat guna mendukung pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan buku
ini. Semoga amal perbuatan mereka semuanya diterima disisi Allah SWT Tuhan Mahapencipta
sebagai ’suatu kebajikan yang akan selalu membuahkan pahala yang berlipat ganda”. Demikian
pula kepada orang-orang yang saya kasihi dan sayangi yang berada di sekiling, teristimewa
kepada isteri saya dinda Yunita Usman, S.Pd., yang banyak membantu saya melakukan penelitian
dalam rangka penyusunan buku ini dan juga selalu memberikan dorongan moral dan semangat
untuk selalu berkarya, serta kepada anak-anakku ananda Widyananda Alifia Usman dan



Muhammad Nasywa Ananta Usman, yang boleh jadi waktu bermain dan bersendaguraunya selalu
tersita di tengah kesibukan ayahndanya melakukan penelitian dalam rangka penyusunan buku ini.
Semoga isteri dan anak-anakku tercinta tersebut akan menjadi isteri dan anak-anak yang saleh,
selalu taat dan patuh kepada kedua orangtuanya ibu bapaknya dan selalu menaati segala perintah-
Nya serta selalu menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarganya di tengah masyarakat
banyak.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyadari sepenuhnya hasil penelitian dalam
bentuk buku ini bukanlah suatu karya akademik yang bersifat final dan komprehensif, masih
banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan pemaparannya. Karena itu kritik
dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak amat dinantikan sekali, sehingga
kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dari karya akademik berupa buku ini dapat
diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keinginan pembaca. Untuk itulah sebelumnya saya
mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga hasil penelitian dalam buku ini menjadi sebuah titian kecil bagi mahasiswa dan
kalangan akademik lainnya dalam mempelajari dan memahami karakteristik, mekanisme,
implementasi dan aspek hukum dari produk dan akad perbankan syariah di Indonesia.

Sekiranya hasil penelitian dalam buku ini mendapat nilai disisi Allah Tuhan Yang Mahakuasa
dan Mahapengampun, maka hendaklah pahalanya dilimpahkan pula kepada kedua orangtua kami,
terutama kepada almarhum ayahnda Samsudin Usman yang meninggal dalam keadaan sakit di
tengah kegetiran hidup ini, dengan iringan doa “semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya dan
dosanya diampuni-Nya” serta kepada guru-guru kami, yang selama ini dengan penuh kesabaran
dan rendah hati membimbing dan mendidik muridnya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi
agama, nusa dan bangsa.

Rachmadi Usman Banjarmasin, September 2008 M/Syaban 1429 H
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Bab 1
Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional

1.1 Perkembangan Politik Hukum dan Kedudukan Industri Perbankan Syariah
Pembentukan bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang
beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (interest free) adalah sesuatu yang tak
mungkin dan tak lazim. Kedua, ada pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai
operasinya. Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.
Walaupun pada tahun 1940-an telah muncul teoretis tentang bank Islam, namun belum bisa
direalisasikan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum banyak
pemikiran yang meyakinkan (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 2001: 195-196).

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir
abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada
awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional
atau sistem bunga bank (interest system) (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat
Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah
(islamic window) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui islamic window ini, bank-bank
konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-
produk yang bebas dari unsur riba (usury), gharar (uncertaninty), dan maysyir (speculative)
dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional yang
bersangkutan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30). Karenanya tidak heran apabila pada awal
perkembangannya seolah-olah perbankan syariah yang hadir adalah perbankan konvensional
yang “disyariah” (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank
Indonesia, 2007: 10).

Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal
dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi bagi hasil”.
Konsep yang berbasis “syariah Islam” ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi
nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat
dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi
hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam
bentuk ”badan usaha” pembiayaan non-bank yang bersifat semi formal (Tim Perundang-
undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Secara formal kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan “’sistem bagi
hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya
berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha
berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank
Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan
penamaan “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” untuk menyebut bank syariah atau bank Islam
(islamic banking).

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami
kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank



Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada
persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan
alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di
bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut.
Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi
suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar nol persen, yang berarti merupakan
penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil
(Widyaningsih, et.al., 2007: 48-49).

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan
tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia
pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat teralisasinya ide ini,
yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu
tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau
berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat
itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu,
sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh
kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan,
pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Karenanya bank-
bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang
menguntungkan dan bank Islam belum dapat berdiri, lalu digunakan badan hukum koperasi
sebagai bentuk hukumnya (Widyaningsih, et.al., 2007: 49).

Selanjutnya dengan Deregulasi 27 Oktober 1988 dalam rangka meningkatkan pengerahan dana
masyarakat diberikan kemudahan pembukaan kantor cabang dan pendirian bank di seluruh
Indonesia, termasuk pendirian dan kegiatan usaha Badan Pekreditan Rakyat. Dalam Paket
Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut bank-bank yang ada diberi kemudahan untuk membuka
kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk untuk membuka kantor cabang
pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang yang dilakukan cukup dengan
memberitahukan kepada Bank Indonesia. Khusus di kecamatan di luar ibukota negara, ibukota
provinsi dan ibukota kabupaten/kota dapat dirikan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan
usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan
dan pemberian kredit terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat
pedesaan.

Setelah dikeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut, dimulailah pendirian Bank-bank
Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin
usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana
Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24
Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10
Nopember 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum syariah pertama
di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 dan kemudian diikuti
dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia di tahun 1994 (Gemala Dewi, 2004: 61).

Menyadari adanya potensi ekonomi yang cukup besar dari sistem ekonomi, maka pada tahun
1992, Bank Indonesia bersama Pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) sebagai
pengawas dan regulator perbankan pada saat itu kemudian mengakomodir sistem bagi hasil yang
hidup di masyarakat dalam bentuk produk ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan dengan
”sistem bagi hasil”. Dalam kondisi yang serba baru (asing), Bank Indonesia dengan segala
keterbatasannnya pada saat itu berusaha dengan sungguh-sungguh (concerted effort) untuk



mengarahkan dan membangun ’sistem baru” dari perbankan (Tim Perundang-undangan dan
Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberikan kesempatan kegiatan
usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss
sharing), yang menjadi dasar hukum pendirian bank Islam” atau “bank syariah” di kemudian
hari. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang mengatur lebih lanjut ketentuan usaha bank
berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1992 menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil
adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata
berdasarkan prinsip bagi hasil. Apa itu “prinsip bagi hasil”, penjelasannya menyatakan “prinsip
bagi hasil” adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.
Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
1992, bahwa prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi
hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam
menetapkan imbalan. Syariat di sini sudah barang tentu ditafsirkan sebagai syariat yang
berdasarkan kepada hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini lahirnya bank yang
kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat Islam.

Tampaknya pembuat undang-undang saat itu lebih memilih terminologi yang netral yang
digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Jika dilihat dari latar
belakangnya, tampaknya hal ini cukup beralasan karena memang situasi pada era awal sembilan
puluhan secara politis kurang memungkinkan digunakannya kata-kata Islam” secara formal.
Secara sosiologis, realitas orde baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan
berupa nilai-nilai (value), bukan organisasi. Nilai-nilai lebih itu lebih berada pada tingkat teologis
dan filosofis daripada hukum (figh) yang lebih sosiologis. Karena itulah, lebih ditekankan untuk
menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang
formal. Di sisi lain, terdapat sebagian kalangan umat Islam juga menekankan sisi perlunya
mengakomodasi keinginan umat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tampaknya pembuat undang-undang
cukup jeli dalam membaca situasi ini, sehingga lahirlah kompromi kedua kubu tanpa
menimbulkan konflik yang substansial. Hanya saja jika dilihat terminologi yang dipilih oleh
pembuat undang-undang terkesan kurang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Mengapa
terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang terkesan sempit dan
membatasi (A. Setiadi, 2000: 9).

Sebenarnya prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang
operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. Dengan sendirinya bank yang
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan “bank Islam”, atau
kemudian disebut dengan “’bank syariah”, yakni bank yang kegiata usahanya berdasarkan prinsip
syariah. Bila ditilik ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992
diketahui bahwa transaksi yang dilakukan bank berdasarkan prinsip syariah tidak hanya
berdasarkan kepada prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat
dilakukan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi, pada waktu itu di bawah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 bank Islam itu dinamakan dengan ”Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”.
Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi
berdasarkan “sistem perbankan konvensional” atau berdasarkan “’sistem bank bank bagi hasil”,
baik itu bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.



Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan
dengan “’bank berdasarkan prinsip bagi hasil”, tetapi dengan nama baru, yakni ”Bank Berdasarkan
Prinsip Syariah”. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dikatakan bahwa bank
sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
Bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank
yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi, kehadiran pola
pembicayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi
dan kebutuhan masyarakat (Rachmadi Usman, 2002: 45).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, operasionalisasi perbankan
nasional dapat didasarkan kepada ”sistem bunga” dan/atau atau “sistem syariah”, yang
kepengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah, apakah itu Bank
Umum ataukah Bank Perkeditan Rakyat. Khusus Bank Umum konvensional diperkenankan
menganut ’dual banking system” sekaligus. Ketentuan ini dilarang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 1992.

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah ini telah menambah semarak khasanah hukum dan
mempertegas visi kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian besar bangsa Indonesia
beragama Islam, maka kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah yang notabene dilandasi
unsur-unsur syariat Islam, benar-benar seperti gayung bersambut (Munir Fuady, 1999: 167).

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank
perkreditan rakyat syariah yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan lebih jelas bagi
sistem perbankan syariah, serta diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia
untuk dapat pula menjalankan tugasnya dengan mengembangkan instrumen moneter berdasarkan
prinsip-prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Bank
Indonesia, 2002: 4). Bahkan dapat dikatakan mengalami perkembangan yang progresif dengan
rata-rata pertumbuhan lebih dari 80% setiap tahun, meskipun apabila dilihat dari pangsanya
terhadap perekonomian relatif masih kecil, yaitu sampai tahun 2006 masih berkisar 1,5% dari
total aset perbankan dan diharapkan akan meningkat menjadi 5% pada tahun 2008 (Tim
Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 12).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di
Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem dual
banking (dual banking system) antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal
28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB),
anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Pebruari 2000, tercatat di Bank Indonesia
bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank
BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 31).

Berbeda dengan sebelumnya, kini pengembangan perbankan syariah lebih terarah didasarkan
kepada Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yang terdiri atas 6 (enam) pilar
sebagai bagian dari pengembangan Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan Bank Syariah;

2. Pengembangan produk Bank Syariah;

3. Intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis;

4. Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah;



5. Penguatan sumber daya manusia Bank Syariah;
6. Penguatan pengawasan Bank Syariah.

Seiring dengan itu Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menyusun buku ”Cetak Biru
Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia”, yang di dalamnya berisikan pula kebijakan dan
inisiatif-inisiatif strategis dan terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran
pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah secara dari tahun 2002-2011. Dalam
cetak biru ini, selain mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri
perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang, juga menjelaskan visi, misi, dan sasaran
pengembangan perbankan syariah. Di samping itu dalam cetak biru ini juga ditetapkan
sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama
dan mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah pada 10 tahun mendatang.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian
dan pemenuhan prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah,
Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya
pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia
dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini
operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
telah memenuhi prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat dalam organisasi
keuangan syariah internasional, seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), atau
Accounting, Auditing and Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI). Keterlibatan
Bank Indonesia tersebut dengan berperan aktif melalui working group yang membahas mengenai
Guidance for Islamic Financial Institutions, yang juga telah diaplikasikan untuk hal-hal tertentu
kedalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2007: 10).

Selain itu perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya
insansi yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada
menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insansi yang selama ini terlibat di institusi
syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic Banking. Tentunya
kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah
itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak
sumber daya insansi yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem
yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insansi yang baik
pula (Adiwarman A. Karim, 2006: 27).

Salah satu bagian dari program peningkatan peran pemerintah dan penguatan kerangka hukum
Bank Syariah dalam tahun 2007-2008 adalah mendorong pengesahan Rancangan Undang-
Undang Perbankan Syariah. Sebagaimana diketahui, perbankan syariah sebagai salah satu sistem
perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi
yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah
adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di
antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang
Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut.
Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang
mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan
dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna
menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi



Undang-Undang setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki kekhususan, karenannya
diperlukan aturan spesifik yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.
Apalagi pengaturan perbankan syariah masih merujuk pada Undang-Undang Perbankan umum
dan aturan yang dibuat Bank Indonesia. Selain itu pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah
merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah,
prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat
memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam
undang-undang tersendiri.

Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah dilakukan Presiden pada hari Rabu tanggal 16
Juli 2008 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan
hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam
menggunakan produk dan jasa Bank Syariah.

1.2 Pengaturan Industri Perbankan Syariah

Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada
tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasarkan pengelolaannya pada prinsip
bunga (interest). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu
lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara
yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Secara hukum telah
terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka
peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil (Abdul Ghofur
Anshori, 2007: 36).

Ketentuan dalam Pasal 6 huruf m dan ketentuan dalam Pasal 13 huruf ¢ Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 menetapkan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dimaksud lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Namun seiring dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan yang termuat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah
disebutkan di dalam salah satu usahanya yang dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan
Rakyat, dengan perumusan yang berbeda. Berkaitan dengan usaha Bank Umum, ketentuan dalam
pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa “Bank Umum
menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Demikian pula berkaitan dengan usaha
Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan dalam Pasal 13 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 menetapkan, bahwa “Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan
dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.
Selain itu, eksistensi kehadian bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan pula dalam ketentuan



Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa ”Bank Umum
adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarlam Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”; kemudian
dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan,
bahwa “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan
jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Dengan demikian ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut
merupakan dasar hukum dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha yang operasionalnya
berdasarkan sistem prinsip syariah, yang secara rinci akan diatur lebih lanjut oleh Bank
Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dan pengganti pengaturan perbankan syariah tersebut, ditetapkan peraturan
pelaksanaannya oleh Bank Indonesia, yang semula dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia, kemudian diganti dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PB1/2005;

2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan
disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI1/2004 tentang Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan